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ABSTRAK

Dibutuhkan suatu lembaga untuk menghitung kerugian keuangan nezarz o
instansi Pemerintahan Daerah yang dapat menghitung secara pasti dan =mpzis
besarnya kerugian negara schingga dapat dijadikan dasar penentuan 3:5._';__::,
negara. Secara konstitusional BPK adalah satu-satunya lembaga yang memil
kewenangan tersebut, tetapi beberapa tahun terakhir Aparat Penegak
Hukum(APH) meminta bantuan APIP untuk melakukan penghitungan Leru.[._
negara. APIP adalah adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas
melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau

pemerintah daerah. Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan
penelitian hukum normatif, secara normatif yaitu pendekatan yang dilakukan
dengan cara mengumpulkan dan mempelajari. dokumen-dokumen, dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, vang ada kaitannya dengan penentuan
kerugian negara oleh APIP. Berdasarkan Pasal 50 avat (1) Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP), APIP dapat melakukan audit dengan tujuan tertentu guna melakukan
penghitungan kerugian negara akibat ]\o"upv Akan ’—‘L..pl dalam menghitung
karugidn negara APIP harus mendhﬂ itkan permintaan dar *— t AH?A"'}* dahulu

Inspektorat dan BPKP selaku APIP. Berdabar!\an aturan tersebut &P'P dalam

menghitung kerugian negara hanya mendapatkan manda' dan _ALPH \M‘m::a Hasil
Audit APIP hanya bersifat informaiif dan bukan merupakan KTUN. Oleh karena
itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tzhu 16 Tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016

Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, APIP hanya berwenang
menghtitung Kerugian Negara dan yang dapat menentukan kerugian negara hanya
BPK.

Kata Kuci: Kewenangan, Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Penentuan
Kerugian Negara, Pemerintah Daerah
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